BAB V
PENUTUP
Pada bagian penutup dari tesis ini, penulis akan memberikan
beberapa kesimpulan dan saran, kesimpulan tersebut merupakan
kristalisasi dari beberapa permasalahan yang telah diidentifikasi
sebelumnya. Saran-saran merupakan sumbangan pemikiran penulis
terhadap pokok bahasan yang telah diuraikan.

A. Kesimpulan

1. Efektivitas penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase masih
sangat kurang optimal, karena di dalam praktik berkembang pula
bentuk-bentuk pemaknaan atau penafsiran terhadap putusan arbitrase
berdasarkan sudut pandang masing-masing pihak. Hal itu
berkembang karena tanpa disadari undang-undang arbitrase telah
menghadirkan ambiguitas dalam arti pemberian makna atau
penafsiran yang lebih dari satu terhadap status putusan arbitrase,
pada satu sisi putusan arbitrase tegas dinyatakan bersifat final,
mempunyai kekuaran hukum tetap, dan mengikat para pihak.

2. Penerapan hukum yang dapat dilakukan terhadap pihak yang tidak
melaksanakan putusan arbitrase secara umum dapat dilakukan
gugatan secara perdata yang terbagi atas gugatan wanprestasi dan
gugatan perbuatan melawan hukum. Suatu gugatan wanprestasi
diajukan karena adanya pelanggaran kontrak (wanprestasi) dari salah

satu pihak. Selain gugatan wanpestasi dalam hukum acara dikenal
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pula gugatan perbuatan melawan hukum, yaitu gugatan ganti rugi
karena adanya suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan
kerugian pada orang lain. Pasal 1365 KUHPerdata telah
mengakomodasi ketentuan tersebut, yang menegaskan bahwa setiap
orang berhak menuntut ganti rugi atas suatu perbuatan melawan
hukum yang merugikannya, dan seharusnya ada itikad baik dari para
pihak yang bersengketa karena berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata
sebelum sengketa terjadi para pihak tersebut mengadakan perjanjian
kerjasama bisnis dengan adanya itikad baik.

. Saran

. Mengingat itikad baik merupakan asas yang sangat penting dalam
perjanjian atau kontrak, tetapi di sisi lain ia merupakan norma terbuka
yang masih sangat abstrak dan masih belum dipahami secara baik
oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian itu, bahkan termasuk
pengadilan, maka para pihak maunpun pengadilan harus mempelajari
kembali asas itikad baik lebih mendalam lagi baik melalui berbagai
publikasi maupun pelatihan yang dilaksanakan oleh Mahkamah
Agung. Dalam hal ini penting sekali kaitannya dengan peningkatan
sumber daya manusia bagi hakim-hakim di Indonesia.

. Untuk menghilangkan kesimpangsiuran standar iktikad baik dalam
praktek pengadilan di Indonesia, Mahkamah Agung harus
memberikan pedoman bahwa standar itikad baik pelaksanaan kontrak

adalah standar objektif, sedangkan itikad baik pra kontrak adalah
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adanya kewajiban untuk menjelaskan dan meneliti fakta material bagi

para pihak yang mengadakan kontrak.
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